
8^ I '
Indonesia jTahun  2003  Nomor   47,  Tamba
Lembaran I^egara Republik Indonesia Nomor 4286);

BUPATI BOMBANA
PROVIHSI SULAWESI TENOOARA

.NCANGAN PER^TURAN BUPATI BOMBANA

NOMORl^o TAHUN 2018
(tentang

PELAKSANMN SERTIPIKASi ItANAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
melalui program daerah agraria

di kabu^aten bombana

engan rahmajt tuhan yang maha esa

bup|ti bombana,

ijamin kepastian hukum hak a^^s
intah Daerah Kabupaten Bombana
aran  Tanah  Sistematis  Lengkap
an ketentuan Pasal  19 Undang-
ahun 1960 tentang Peraturan Dasar
ia;

gka pendaftaran tanah dan untuk
akat miakin yang berhak atas tanah
h tanda bukti hak atas tanahnya
alam satu  wilayah admim&trasi
perlu  dilaksanakan  Pendaftaran
ram Daerah Agraria,

kan   pertimbangan  sebagaimana
huruf  a dan huruf  b,  perlu

turan  Bupaa  Bombana  tentang
aftaran Tanah Bagi Rumah Tangga

Daerah Agrana

Nomor  5  Tahun  I960 tentang
Pokok-Pokok  Agrana  (Lembaran

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
aran Negara  Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan | Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia .Tahun  2003  Nomoi   -----



merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran  Negara

ndonesia  Tahun  2005  Nomor   140, 1
Lembaran  Negara  Republik Indonesia L

Indonesia T^

. Peraturan
Pengelolaan
Republik
Tambahan
Nomor 523S

mor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentuk; n Kabupaten Bombana, Kabupatcn
Wakatobi ( an Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Cahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran P egara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Unflang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahajraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Un^ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaa^i, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan I Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia JTahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Unjlang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

PerencanaaVi Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Reptiblik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Un Jiang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran ^jegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman^i telah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan iKedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 567^|);
Undang-Un^ang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik jhdonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan | Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 560 li);

Peraturan FJeraerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaranl Tanah (Tanbahan Lembaran Negara
Republik In^onesia Nomor 3696);

F ^merintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
•aha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

(Tambahan Lembaran Negara Republik
un 1996 Nomor 3643);



Peraturan Supati Bombana Nomor 2 Tahun 2018
tent^ng Penjjabaran An^aran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kablopaten Bombana Tahui

lpati Bombana Nomor 37 Tahun 2016
dukan, Susunan Organises!, Tugas dan
Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan

dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
i Serlja

1. Pei

tentang
Fungai
Permukima:

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20
ntang Rencana Tata Ruang Wiiayah

3ombana Tahun 2013-2033

8. Peraturan |Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 20l6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat E^aerah Kabupaten Bombana;

Peraturan [Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1

Tahun 20X8 tentang An^aran Pendapatan dan
Belanja Dawah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2018;

; 0. Peraturan paerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 201^ tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Bacrah Kabupaten Bombana Tahun 2017 -
2022;

idonesia Nomor  1 Tahui
Kewenangan Pemberian Hak - Hak Atas
egiatan pendaftaran tanah tertentu;

Daerah  Kabupaten  Bombana PJomor 5
:ntang  Pokok-Pokok  Pengelolaan

Badan  Pertanahan  NasionalKepala

Tahi
Keuangan I

an Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Per^nahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

tentang Peridaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Rep^blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
: Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

I tegara Republik Indonesia Nomor 5887);

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
P ^mbangunan Jangka Menengah Nasional

15-2019  (Lembaran  Negara  Republik
2015 Nomor 3;

.3. Peraturan

Rencana
Tahun
Indonesia 1

4. Perat



j    Daerah Kabupaten Bombana yang
gadalah  rencana  keuangan  tahunan

;rah Kabupabn Bombana yang dibahas dan disetujui
E ^erah  Kabupaten Bombana dan Dewan

Daerah, ser a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

[angl • Menengah Daerah Kabupaten Bombana
~!P*MD adalah Rencana Pembangunan Daerah

icanaan pembangunan daerah Kabuoaten l\
^Q17-2Q22.7 \k

/ V

lO.Rencana Pe<nl^angunt
yang selanjutnya disingkat Rl
yang merupaki n dokui
Bombana uritu k periode taht

ijalyat

lelanjutnya disebut Proda adalah rangkaian
p irtama kali secara sistematis lengkap bagi

^i wilayah adminlstrasi desa/kelurahan.

Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL
armh untuk pertama kali yang dilakukan
)jek pendaftaran tanah di seluruh wilayah
In yang setingkat dengan itu yang meliputi
iata Yuridis mengenai satu atau beberapa

in pendaftarannya.

Pemerintah |D
bersama c
Perwakilan

7.Program Da^rah Agraria yang
kegiatan pendaftaran tanah
rumah tang^̂ a jniskin pada si

8.Pendaftaran |  Tinah Sistimatik

adalah kegiatan pendaftaran
aecara serentak bagi semua <
Desa/Kelurahan atau nama b
pengumpulan data Fisik dan
objek penda^^a an tanah untu.

9.Anggaran Ptn lapatan dan
selanjutnya { t isingkat   AF

dahj, Bida
•umahan K

DJaerah  adalah (Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
pemerintahan Daerah yang memimpin

trusan Pemerir tahan yang menjadi kewenangan daerah

!•

3upati Bomban^..

4.Perangkat Oa^rah Kabupaten1 adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam peny^lenggaraan urusajn pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah kabupaten Bombajta.

5.Dinas Perun^anan Kawasan PeWikiman dan Pertanahan yang selanjutnya

disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiinan dan
Pertanahan Kabupaten Bombana.

6.Bidang  PeBtakahan  adalah j, Bidang  yang  menangani  Pengelolaan
Pertanahan pada Dinas Perum^han Kawasan Permutdman dan Pertanahai
Kabupaten Soijibana.

KETfiNTUAN UMUM

| Pasal 1
!•

ipati ini yang d^^naksud dengan:

Kabupaten Bon jbana.

IPATI BOMBANA TENTANG PELAKSANAAN
ANAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
iRAM DAERAH AGRARIA DI KABUPATEN

PERATURAN BI
SERTIPIKASI
MELALUI PRCX
BOMBANA

sebagai
pelaksanaar.

.  Bupatiadal^h

Dalam Peratura 11

1.  Daerahadalih



program ini bersifat tcrbuka d
-nasyarakat urm|im; dan
pelaksanaan p^ogram ini dapat dipertanggungjaw

i dapat bermaniaat bagi RTM dai

ini bertujuan untuk mewiyudkan pelakse
berjalan desgan :

Pcraturan Bupeti
tanah bagi RTM dt

a.efektif yaiti
tepat s^sari

b.tranaparan ^a

diketahui oWh
c.akuntabel yaiti

11.Rumah Tangg
yang memptoi
dalam Dati
(TNP2K).

12.Tim Nasion^l Percepatan Penjanggulangan Kemiskinan yang aclanjutnya

diaingkat TMP2K adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani dai
berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan
pengentasaij k ^miskinan di Republik Indonesia.

13.Pendaftaranj "anah adalah jrangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah { s !cara terua  ntenerus, berkesinambungan  dan teratur,
meliputi  pejigumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian :
pemeliharaah data fisik dan data yuridis, dalam bentuk pcta dan daftar,
mengenai tndang~bidang tan^h dan satuan rumah susun, tennasuk
pemberian ln|da bukti haknya bagl bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya, dan hak milik atas s^tuan rumah susun seita hak-hak tertentu
yang memb^b^ninya.j.

14.Sertipikat hjalJ atas tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalsjm pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,

hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan
hak tanggungan yang maeing-inasing sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersan^̂ kjitan.j

15.Kan tor Perttinahan adalah adalah instansi wertikal Badan Pertanahan
Nasional di Kabupaten Bombana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsi|n^ kepada Menteiji melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BABAII  ':

[D DAN TUJUAN
Pasal2'  '';

Maksud ditetap^ca{nnya Peraturart Bupan' ini adalah sebagai pedoman dan
dasar hukum bagi Pemerintah Da^rah, dalam pelaksanaan pendaftaran. tanah
bagi RTM melali^i ^nxia.[

iutnya disingkat RTM adalah masyarakat
.aya beli dan terdaftar sebagai RTM di

Perccpatan  Penanggulangan Kemiskinan

Miskinyang
>ai keterbatasa i

Tim Nasional



| BABV
pe|laksanaan

Belgian Kesatu

i Kriteria: •'••

j Pasal7

memenuhi kriteria sebagai berikut

paten Bombana^
ftar dalam data terpadu;
[epemllikan tanah berupa Surat Kel

p iserta* Proda adalah Rumah Tangga Miskin

idang tanah yang belum bersertifikat yang
i   lh perorangan  dalam wilayah

adalah obyek
i/at^u   <titni!i" i

B^gianKedua

n Proda

ibagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)

LINGKUP

i Pasal 4

Pcserta Proda w^ji

a.penduduk Kabi
b.RTM yang terdf
c.m^tniliki buk i

!) Subjek yan^ c
yang tcrdafti r

(1) Sasaran Pro

j1 BAB IV
PE^ENCANAAN

a Igian Kesatu

Pi nganggaran

• Pasal 5

(1)Dalam rangke  pelaksanaan ; ertifikasi tanah bagi RTM meialui Proda,
Pemerintah fc bupaten Bombi na setiap tahun mengalokaslkan anggaran
yang bersun^bt r dari /""

[2)Pengalokaaian  angg
dilaksanakah : eauai dengan k^tentuan peraturan perundang-undangan.

.   RuJ^NG UN'

I PasaH
I

i "el aksanaan Serti^kat Tanah bagi RTM, meliputi:Ruang lingkup

a.perencani
b.pelaksanaan;

c.evaluasi dan
d.pertanggungji

e.pengawasan;



sosialisasi k^pada masyarakat  di lokasi yang telah
lakukan publik^.si melalui media massa cetak, online, dan /
itah Kabupateii Bombana sehingga dapat diketah^^oleh / ,

terdapat kegjatan seb^aimana dimaksud pada ayat (2)
i lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat
isarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan

a aturan  perund ing-undangan, untuk pendaftaran tanah
cap 1 (satu( des ,/kelurahan.

dik

— ^jbagaimana!dimaksud pada ayat (1) dipriorotaskan pada
lurahan yang lada kegiatan PTSL, tintas sektor, masaal

'arakat,  carpotpte social responsibility  fCSR) dan/atau
tanah m^ssal lainnya.

^asaran Prodi adalah meliputi;

DPKPP melaku
ditetapkan dan
di website Pen*
masyarakat luas

(3) Dalam hal t
maka penel
diiakukan 1 e]

(2) Penetapan
lokasi desajki
swadaya  n

program pel

n ldkt si

casi  kegiatan j pelaksanaan Proda  ditetapkan dengan(1) Penetapan ]lo
Keputu!

^  Bigian Kedua

Penjstapan Lokasi .

sengketa;   I.  :
obyek hak tansgungan;
ah secara fisikTdan dapat menunjukkan letak dan batas-

lg dikuasainyat
an tanah warisan yang belum dibagi;
lg tinggi 600 m^fenam ratus meter persegi);

iatu haniparan; |
rdaftar sertipik^t atas tanah yang di terbitkan oleh Kantor

[paten Bombaia;
yang digunalcan untuk membangun tempat tinggal;

lah pertaijlian dan atau lahan perkebunan; dan
lah sesuai dengin rencana tata ruang wiiayah kabupaten.

lerujba] an
laanjtaiah

batas Canah
d.bukan merui
e.luas tanah p^li
f.terletak dalata
g.tanah belumi ti

Pertanahan tta
h. merupakan tkn

a.tidakdalam
b.tidak dijadik w



d. foto copy 4^ T-PBB tahun t^rakhir

Surat PemyataanKeterangain Tanah ata
i Fisik Bi^^ang Tanah.

:. foto copy J urat
tentang Penj uast

calon peserta l>roda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kan dokumen ppndukung sebagai berikut:

tu Tanda Penduduk elektrordk;

il verifik^si(3) Ha

Bigian Kelima

Verifikasi dan Penetapan Peserta Proda .

[ Pasal 13
(1)Kepala DPl^pi*   menerima ujtulan dari Desa/Kelurahan

dimaksud dilfm Pasal 12 ay^t (1) kemudian membentuk Tim Verifikasi

yang bertuj a! untuk memastikan bahwa calon p^serta Proda telah
•hi k it iria sebagaimanW dimaksud dalam Pasal (7) dan Pasal (8).

(2)Dalam melaakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Verifikasi harus berdasarkan format verifikasi sebagaimana tercantum
dalam Lunpinn m, yang iperupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Biipati ini.I

(1) Kepala Des;i/ ,urah mengusiilkan calon peserta Proda kepada Kepala
Dinas Peran^al an, Kawasan Pffirmukiman dan Pertanahan.

>eserta Proda s^bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran n, yang

>a pan tidak terpis^ihkan dari Peraturan Bupati ini.

pendaftan n, calon peserta Proda ttdak dipungut biaya
bentuk ape pun.

1 ^elurahan men^ rima pendaftaran calon peaerta Proda dai
\   ~

tidak terpis ahkan dari Peraturan Bupati it

(5) Dalam pel
pendaftarani

Proda metakukan pendaftaran di Kantor Desa/Kelurahan
penetapan lokaw untuk menjadi peserta proda.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :

tu Tanda Pendujiuk elektrvnik;,. -
tu Keluarga; dai|i•••    <•

igan Tanah/Alis Hak Kepemilikan Tanah.
SPPT-PBB Tabjun terakhir: ' '  '  ^

i at Keterangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ada, maka d^pat diganti dan dibuktikan dengan Surat

lulls tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat
i tercantum dalam L^mpirmn I, yanguai denair  fon

rupakan t>a pan

(1} Calon peseijta
sesuai dengan

(2)Pendaftaranjwt
a.fotokopi Mar ti
b.fotokopi Mar ti
c.Surat Keten

d.melampirka

(3)Dalam hai 3u
huruf c tid^k
Pemyataan

i deni

Ba jian Keempat

irjdaftaran dan Ft nguaulan Calon Peserta Proda

Pasal 11



! BAB VI,. ..X

EVALUA^ DAN PELAPORAN' "' v .

j  Pasal 16

dap pelaksana^̂ n Proda ditaksanakan oleh Tim Evaluasi
l dengan Keput^̂ san Kepala DPKPP.

sebagaimana ^imaksud pada ayat  (1)  harus membuat
Svaluasi.i

menyampaikar( laporan realisasi fisik dan keuangan hasil
•oda kepada Bubati Bombana.

:  '| BAB VII.,; '^

Pasal 17; '

enyerahkan srtipikat tanah kepada peserta Proda.

tipikat tanah kepada peserta Proda sebagaimana dimaksud
tarus disertai dpngan Berita Acara Serah Terima Sertipikat

menyampaikanl permohonan untuk dilakukan pendaftaran
ik terhadap pes^rta Proda kepada Kepala Kantor Pertanahan
ibana.I

pelaksanaan pfendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan,
Pertanahan DPKPP, dan Kepala Desa/Lurah melakukan

selama pelaksalnaan pendaftaran tanah.

(3) Pelaksanaar f sndaftaran tan^h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

dahului den^al Perjanjian Ke((jasama antara Pemerintah Daerah dengan
Kantor Perts oe han Nasional. |

Bateian Keenam

Pendaftaran Tanah

(1)Kepala DPK^P

(2)Penyerahan
pada ayat (:
Tanah.

(1)Eval^
yang ditetap ta

(2)Tim Evalua
Laporan Hai

(3)Kepala DPK
pelaks

(1| Kepala DPKPP
tanah sisten a!
Kabupaten I oi

Pasal 14' "• ' '.

calon peserta P oda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ian diusulkan k pada Bupati.

Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
;an Keputusan Bupati Bombana tentang Penetapan Peserta

iten Bombana.

(1)Hasil verifikisi
ayat (2) kemud

(2)Usulan pes^rfc
ditetapkan qer
Proda di KaBu]



. HS NOY

I
I^BUPATENBO)HBANATAHUN2018NOMOR

H. BUR

BERITA DAERA11

SEKRET

mulai berlaktji pada tanggal diundangkan.

lengetahuinyej, memerintahkan pengundangan Peraturai
nempatannyal  dalam Berila Daerah Kabupaten Bombana.

1    J  BAB IX
KETEtiTUAN PENUTUP

PINGAWASAN.  '>
Pasal 18• •"'    -         r

dap pelaksanat n program sertipikasi tanah ini dilakukan
K abupaten Bombftna.

Peraturan Bupa

Agar setiap
Bupati ini dengs n



data maupun
yang tidak bt

sebenar-benaraya dengan penuh tanggung^
tecara pidana, dan apabila di kemudian hari

dalam pernyataan ini maka segala a

•ebut saya kuasai/milikt sejak tahun  yang sampai
asai/militd secara Qsik dan terus menerus, dan tidak ada

lijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam
i tidak berada/termasuk di/dalam kawasan

...it

IGUASAAN F1SIK BIDANG T

(DAFTARAN TANAH BAGI RUMAH TANGGA
I^?OGRAM DAERAH AGRARIA

•unsur

t

dengan sesurigguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya
lang tanah yang terletak di:

Usia

Peketjaan

Alamat

Dengan ini menyatx kc n
menguasai/ memilik

Jalan/RT/RW

Desa/Kelurahar

Kecamatan

Kabupaten

Penggunaan

Tanah

Luas

Dengan batas-batas

Utara

Timur

Selatan

Barat

Bahwa bidang tanan
saat ini masih aayi
keberatan dari pihai i

sengketa, bukan aset

hutan.

jawab baik secara be

P SRNYATAAN PE|

WTURAN BUPAjn BOMBANA
TAHUN 2018
Mei 2018

-AKSANAAN PE1
•KIN MELALUI

Saya yang b

Nama

LAMPIRANI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG



Materai 6.000

. YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

dibuat di
pada tanggal

Pekerjaai
Alamat

Pekerjaan
Alamat

yang timbul menjai i anggung-jawab|saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuj
ketentuan hukum fa lg berlaku, ser^a tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya

bersedia atas sertif ta t hak atas tanah yang telah terbit dan saya tenma dibatalkan
oleh pejabat yang b

Demiidan Surat Per ly itaan ini saya b^iat di hadapan saksi-saksi:

2. Nai



Desa/Kelural^an    yang menurut  kami telah
syarat untuk Jnenjadi peserta Proda.

iengan surat jusulan ini, kami lampirkan data-data calon

program dimakjiud.

rt usulan iJii kami sampaikan kepada Bapak agar kiranya
etapkan sebagal peserta Proda bagi RTM di Desa/Kelurahan
.tas perhatian d|an kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

lenyampaikan usulan beberapa c

APBD Dinas Perumahai
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran

i kami

ingka pelaksan lan Pendaftaran Tanah Bagi Rumah Tangg
TM) melalui P ^ogram Daerah Agraria (Proda) di Kabupate
yang bersum jer i

an dan Pertaiiahai

Yth. Kepala DPKPP
Kabupaten Botnbana

i
KOP DEJSA/KELURAHAH

Dalam
Miskin
Bomba i

20...,

Proda

C alon Peserta

^URAN BUP^TI BOMBANA
TAHUN2018I. . "

^\ 2018 !.
^AKSANAAN PeI^DAFTARAN TANAH BAGI RUMAH TANGGA

3KIN MELALUI PROGRAM DAERAH AGRARIA

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
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